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Hal. 1  dari 5 hal. Putusan No.766/Pdt.G/2017/PASim  

 

 
 
 
 
 
 

PENETAPAN 

 
Nomor 766/Pdt.G/2017/PA.Sim. 

 

 

 
 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
 

 

Pengadilan Agama Simalungun  yang memeriksa dan mengadili  perkara 

Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

penetapan antara: 

Joy lskandar  Purba bin Syahbana Purba,  tempat tanggal lahir P. Siantar,  2 
                                                                              Desember   1986,   agama   Islam,   pendidikan   S1    Sastra 

lnggris,  pekerjaan Wirausaha,  tempat  kediaman  di  Jalan 

Medan KM 3, Gang Air Bersih, RT.002, RW.003, Kelurahan 

Naga Pitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota 

Pematangsiantar, sebagai Pemohon; 

Melawan 
 

Kiki  Surya  Wulandari   binti  Suriyono,   tempat  tanggal  lahir   Bahapal,  29 
 

September  1990, agama  Islam,  pendidikan  S.1  Ekonomi, 

pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di Pasar II, 

Nagori  Naga  Jaya  II,  Kecamatan  Bandar  Huluan, 

Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama Simalungun; 
 

Telah membaca  surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini: 

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan; 

 
DUDUK PERKARA 

 

Bahwa   Pemohon   telah   mengajukan   surat   permohonan   tanggal   5 
 

Desember   2017,   dan  telah  terdaftar  di   Kepaniteraan  Pengadilan  Agama 
 

Simalungun   dengan   Register   Nomor   766/Pdt.G/2017/PA.Sim.,   tanggal   6 
 

Desember 2017.  telah  mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan 

sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 766./Pdt.G/2017/PA.Sim  

1.    Bahwa              tanggal   16    Mei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat 

tinggal di rumah perkebunan di rumah orangtua Termohon di Nagori  Naga 

Jaya I    selama 3 minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di 

Kelurahan Naga Pitu selama 2 tahun; 

3.    Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon dengan  Termohon  telah 

dikaruniai 1    orang anak bernama Yaqlnan lskandar  Purba, perempuan, 

umur  1     tahun 6  bulan, anak  Pemohon dan  Termohon tinggal  dengan 

Termohon; 

4.    Bahwa pada awalnya rurnah tangga  Pemohon dengan Termohon rukun 

dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, antara Pemohon dan 

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

a.    Termohon  meminta  Pemohon  dan  Termohon  pindah  dari   rumah 
 

orangtua  Pemohon,   namun  Pemohon  tidak  bisa  meninggalkan ibu 
 

Pemohon yang sedang sakit; 
 

b.    Termohon meminta izin  kepada Pemohon untuk bekerja namun  saat 

Pemohon tidak memberikan lzln, Terrnohon marah 
 

5.     Bahwa perselisihan  dan  pertengkaran antara  Pemohon  dan Termohon 

semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup 

rukun  lagi  dalam  rumah tangga,  akibatnya  pada  bulan Oktober  2017, 

orangtua Termohon datang menjemput Pemohon serta membawa 

Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon; 

6.    Bahwa setelah Termohon pergi,  Pemohon  sudah berulangkali datang ke 

rumah  orangtua  Termohon  untuk  menjemput  Termohon agar  bersatu 

kembali dalam rumah tangga, namun Termohon tidak pemah mau bahkan 

Termohon meminta cerai kepada Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No.766/Pdt.G/2017/PASim  

7.   Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pem 

Termohon  agar  hidup rukun  kembali  dalam  rumah tangga, 

berhasil; 

8.     Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya yang  timbul 

perkara lnl: 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  di atas,  Pemohon  mohon agar  Bapak Ketua 

Pengadilan   Agama   Simalungun   memeriksa   dan   mengadili    perkara   ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon; 
 

2.   Memberi izin kepada Pemohon (Joy lskandar Purba bin Syahbana  Purba) 

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kiki Surya Wulandari 

binti Suriyono) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun; 

3.   Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 
 

 

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  telah 

hadir  menghadap  sendiri  (in person)  di  persidangan,  sedangkan  Termohon 

tidak  hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang 

sah; 
 

Bahwa Majelis Hakim telah telah berusaha mendamaikan  Pemohon dan 

Termohon  agar rukun kembali membina  rumah tangga,  namun tidak  berhasil 

dan   untuk   memaksimalkan   upaya   damai   tersebut,   Ketua   Majelis   telah 

memberikan  kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi 

dengan  mediator Zainal  Arifin,  S.Ag  (Hakim  Pengadilan Agama  Simalungun) 

dan sesuai dengan  laporan mediator  tanggal 9 Januari 2018, bahwa  mediasi 

yang dilaksanakan  pada tanggal 2 Januari 2018 dan 9 Januari 2018 ternyata 

gagal, karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara 

untuk berdamai; 

Bahwa   persidangan    dilanjutkan    dengan    pembacaan    permohonan 
 

Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 766/Pdt. G/2017/PA Sim  

 
 

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana 

diuraikan diatas; 

Menimbang,   bahwa  pada  hari-hari   sidang  yang  telah   ditetapkan 

Pemohon hadir dalam persidangan secara pribadi (inperson), sedangkan 

Termohon tidak hadir di persidangan; 

Menimbang,  bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut 

perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo.  ketentuan 

Pasal 271  ayat 1,  oleh karenanya pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim 

berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak  ada  alasan Jagi  bagi Majelis 

Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; 

Menimbang,  bahwa oleh  karena perkara ini  termasuk dalam  bidang 
 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 
 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 
 

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat,  bunyi  pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perkara ini;
 

MENETAPKAN 

1.    Mengabulkan         permohonan        pencabutan 
 

766/Pdt.G/2017/PA.Sim dari Pemohon; 

 

 
 

perkara 

 

 
nomor:

 

2.    Memerintahkan   Panitera  untuk  mencatat  pencabutan   perkara  tersebut 

dalam buku register perkara; 

3.   Membebankan   kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini 
 

sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); 
 

Oemikian   putusan  ini   dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis   Hakim 
 

Pengadilan Agama Simalungun  pada hari  Selasa tanggal  16  Januari  2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hal. 5 dari 5 hal.  Putusan  No.766/Pdt.G/2017/PASim  

 
 

 
 

Dasma Purba,  S.H., M.H sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Pemohon 

dan Termohon; 

Hakim Anggota, 
 
 
 
 
 

Yulis  ia, S.H., M.Sy. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rincian  Bia�a Perkara: 
 

1.   Biaya pendaftaran        Rp.  30.000,00 
 

2.   Biaya Proses                 Rp.  50.000,00 
 

3.   Biaya panggilan             Rp.260.000,00 
 

4.   Redaksi                           Rp.     5.000,00 
 

5.   Meterai                            R�.      6.000,00 
 

Jumlah                            Rp.351.000,00 

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) 

Syafrul, S.H.I., M.Sy. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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